
 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 KABUPATEN PESISIR SELATAN 

Nomor :  800 /     026    /BKPSDM-2023 

 

TENTANG 

PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA  

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan yang 

merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi 

birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi 

pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat 

prose; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun 

Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir 

Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014 Kode Pos : 25611 



Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

25) jjs Undang  - Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1643);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah 



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkt Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang 

Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 

tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2020; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2021- 2026; 

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 

Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas 

Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir 

Selatan 

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 131 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 



Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 

2023. 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :   

KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

KEDUA : Identifikasi Proses, Sub Proses dan Kegiatan Peta Proses 

Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran 

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Badan ini. 

KETIGA :      Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU merupakan pedoman dalam menyusun Peta 

Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan bertujuan agar: 

  a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif 

dan efisien, dan 

b. Mudah dalam mengkomunikasikan baik kepada pihak 

internal maupun eksternal mengenai proses bisnis 

yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan 

organisasi. 

KEEMPAT : Manfaat Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU adalah : 

a. Dapat melihat potensi masalah yang ada didalam 

pelaksanaan suatu kegiatan / pekerjan sehingga 

solusi penyempurnaan proses pelaksanaan lebih 

terarah; dan 
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